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(Baca, Hal 11)

“ Saya mengajak 
orang-orang meyakini 

ide saya bahwa korupsi 
adalah akar kemiskinan. 

Jadi mengakhiri 
sikap dan tindakan 

korupsi berarti 
mengakhiri 
terjadinya 

kemiskinan.

Benigno Aquino III
Presiden Philipina 
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Presiden Dipilih MPR Lagi? 

Demi Apa!
Usul agar presiden kembali dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencuat 
lagi. Ide PBNU ini dinilai bisa mengembalikan 
sistem politik Indonesia mundur ke zaman 
Orde Baru (Orba). Waduh, 190 juta suara 
rakyat diabaikan dong!

(Baca, Hal 11)

Zaman Orde Lama (Orla) 
Presiden Soekarno

UUD 1945 (sebelum amandemen) 
menyebut MPR sebagai pemegang 
kedaulatan rakyat. Yakni termaktub 
dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: 

"Kedaulatan adalah di tangan rakyat 
dan dilakukan sepenuhnya oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat." 
Bahkan, tahun 1963 MPR melalui Tap 

MPRS No III/MPRS/1963 pernah 
mengangkat Soekarno sebagai 

Presiden seumur hidup.

KILAS BALIK 
PEMILIHAN PRESIDEN RI

ORDE LAMA



ur abaya -  Pemer in t ah  Ko t a S( P e m k o t )  S u r a b a y a  t e r u s 
m e n y e m p u r n a k a n  f a s i l i t a s 

publiknya. Kali ini, alat pacu jantung atau 
AED (Automatic External Defibrilator) 
disediakan di berbagai titik yang menjadi 
tempat berkumpulnya warga Kota 
Pahlawan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Surabaya,Hariyanto 
menjelaskan alat pacu jantung AED adalah 
a l a t  med i s  y ang  be r fungs i  un tuk 
menstimulasi detak jantung pada seseorang 
yang mengalami gangguan jantung 
mendadak. Salah satu contohnya pada saat 
tenggelam, shock berat, kecelakaan atau 
juga karena serangan jantung secara tiba-
tiba.

“Jadi, alat ini sangat penting disediakan 
sebagai langkah preventif. Mencegah lebih 
baik daripada mengobati. Alat ini akan 
menjadi per tolongan per tama bagi 
penderita serangan jantung. Ini demi 
menyelamatkan nyawa warga,” kata 
Hariyanto saat memasang alat tersebut di 
Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (28/11).  

Menurut Hariyanto, alat ini  bisa 
digunakan apabila sewaktu-waktu ada 
warga yang terkena serangan jantung 
mendadak. Alat ini juga bisa dioperasikan 
oleh penjaga atau karyawan kantor yang ada 
di suatu instansi. Sebab, sebelum instansi 
mereka dipasangi alat pacu ini, Pemkot 
sudah member ikan pe la t ihan cara 
mengoperasionalkannya.

“Sembari meminta bantuan ambulance, 
orang yang terkena serangan jantung itu 
bisa ditolong dulu dengan alat ini. Karena 
apabila orang yang terkena serangan 
jantung itu tidak ditolong selama 10 menit, 

maka dia akan meninggal, jadi ini sangat 
bermanfaat,” kata dia.

Menurut data, alat pacu jantung ini akan 
dipasang di 16 titik, yaitu Gedung Pemkot 
Surabaya lantai 1 dan lantai 6, balai kota 
lantai 2, Kantor Bappeko, Gedung DPRD 
Surabaya, Balai Pemuda, Gedung Nasional 
Indonesia, Tugu Pahlawan dan Taman 
Bungkul. Selain itu, akan dipasang pula di 
Convention Hall, UPTSA Timur, Sentra 
Ikan Bulak, THP Kenjeran, Siola lantai 1, 
lantai 4 dan lantai 3. 

“Pemasangannya sudah kami mulai sejak 
Senin lalu. Ini akan terus berlanjut hingga 
16 titik selesai, karena sebelum dipasang, 
para petugas dan karyawannya diberi 
pelat ihan untuk meng gunakannya, 
sehingga memang butuh waktu,” tegasnya.

 Hariyanto menambahkan, nantinya alat 
ini akan dievaluasi dulu perkembangannya, 
apabila memang sangat bermanfaat, bukan 
tidak mungkin alat ini akan terus ditambah 
di semua fasilitas publik di Kota Surabaya. 
“Mudah-mudahan gagasan dari Bu Wali 
Kota ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” 
ujarnya.

Muklis Rais, seorang trainer alat pacu 
jantung menjelaskan, langkah-langkah 
penggunaan alat tersebut. Langkah pertama 

penderita (yang mengalami serangan jantung) 
harus dicek dulu kesadarannya. 

Di samping itu, yang lain juga harus 
memanggil  bantuan rumah sakit atau 
menghubungi Command Center 112 sembari 
meminta bantuan mobil ambulance. “Nah, 
ketika terkena serangan jantung mendadak lalu 
tidak ada nafasnya, maka langsung dilakukan 
RJP/CPR atau tekan di dadanya,” kata dia.

Langkah kedua, ambillah alat AED Plus atau 
alat pacu jantung ini lalu buka baju korban, 
cukur bulu dadanya jika ada, dan keringkan 
keringatnya lalu buka pad atau alat AED ini. 
Langkah ketiga, pasangkan pad sesuai petunjuk 
di atas dada korban. Langkah keempat, 
nyalakan AED, dan ikuti perintah alat itu. 
“Salah satu perintahnya tidak boleh menyentuh 
korban dan ada pula perintah tekan tombol saat 
diminta,” imbuhnya.

Langkah kelima, lakukan RJP/CPR atau 
tekan di dadanya lagi dan ikut semua perintah 
alat tersebut, hingga akhirnya datang bantuan. 
Langkah keenam, apabila korban sudah 
berhasil bernafas, maka pertahankan jalan 
nafas dan baringkan pada posisi pemulihan. 
“Jika ambulance sudah datang, langsung 
dibawa ke rumah sakit terdekat untuk 
mendapa tk an  ban tuan  l eb ih  l an j u t . 
Alhamdulillah dengan bantuan alat ini sudah 
banyak yang selamat,” pungkasnya. (ard)

PEMKOT LENGKAPI FASILITAS PUBLIK 
DENGAN ALAT PACU JANTUNG
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Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
mengusulkan pemilihan presiden kembali 
melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) seperti dahulu. Tidak lagi dipilih 
langsung oleh masyarakat yang berlaku sejak 
2004 hingga kini. 

Pro dan kontra pun mencuat. Potensi 
Indonesia kembali ke jaman ‘kegelapan’ seperti 
saat orde baru (Orba) diramalkan akan terjadi 
bila usulan ini diakomodasi.Perkumpulan 
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
menilai wacana tersebut seolah membuka kotak 
pandora untuk kembali ke zaman orba.

"Sangat potensial mengulang kembali apa 
yang terjadi di era orde baru, karena pasti 
wacana ini tidak akan berhenti di sini. Pasti akan 
ada lanjutan yang menjadi pembenaran karena 
pertimbangan biaya, keutuhan bangsa, dan 
kebutuhan pada figur yang baik," kata Direktur 
Eksekutif  Perludem Titi Anggraini, Kamis 
(28/11). 

" M a k a  d i s k u r s u s  s e l a n j u t n y a  s o a l 
perpanjangan masa jabatan, lama-lama malah 
penghapusan sama sekali pembatasan masa 
jabatan. Maka isu pilpres oleh MPR ini adalah 
ibarat kotak pandora kita untuk kembali pada 
era kegelapan orde baru,"imbuhnya.

Titi menilai pemilihan presiden secara 
langsung pada 2004 hingga 2019 terbukti bisa 
menghasilkan pemimpin yang sesuai. Titi pun 
membandingkannya dengan pemilihan 
presiden oleh MPR dalam kurun waktu 1999 
hingga 2004.

"(Pilpres 2004-2019) bahkan jauh lebih stabil 
dibanding gonjang ganjing saat presiden dan 
wapres dipilih MPR pada kurun 1999-2004. 
Saat itu, belum selesai masa jabatannya, Gus 
Dur sudah dilengserkan oleh MPR. Otoritas 
MPR yang besar bisa menimbulkan kekisruhan 
dalam kehidupan politik. Sebab ketidakpuasan 
elite bisa dengan mudah disalurkan pada 
keputusan politik yang belum tentu sejalan 
dengan kehendak rakyat," ujar Titi.

Usulan soal pemilihan presiden oleh MPR ini 
ramai kembali usai dilontarkan oleh Ketua 
Umum PBNU Said Aqil Siradj. Pernyataan Said 
Aqil itu disampaikan setelah bertemu jajaran 
pimpinan MPR."Tentang pemilihan presiden 
kembali MPR, itu keputusan Munas NU di 
Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai 
pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat 
Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani 
menegaskan harus ada kajian terkait manfaat 
dari usulan tersebut."Itu akan dibahas di 
Komisi II. Wacana tersebut kan masih menjadi 
satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya, 
apakah kita kembali ke belakang, mundur, 
apakah itu akan ada manfaat ke depan," kata 
Puan di kompleks MPR/DPR, Senayan, 
Jakarta, Kamis (28/11). 

Puan menilai sistem pemilihan presiden yang 
kini berlaku telah berjalan dengan baik. 
Meskipun, dalam pelaksanannya, ia menyadari 
masih ada sejumlah permasalahan."Tapi kan 
kita sudah melakukan pemilu langsung ini 
berkali-kali dan kita sudah, apa namanya, 
berjalan dengan baik dan lancar. Walau ada case 
by case yang tidak sesuai harapan kita, itu bukan 
berarti pemilu tidak berjalan baik dan lancar," 
sebut politikus PDIP itu.

PKB juga menilai usulan PBNU ini hanya 
sebagai arahan. Wakil Ketua MPR dari Fraksi 
PKB Jazilul Fawaid menyebut pihaknya akan 
memikirkan cara agar semua fraksi yang ada di 
MPR menerima usulan tersebut.

"Ya tentu Fraksi PKB akan menerima itu 
sebagai masukan, nasihat, sekaligus kami akan 
berpikir, apakah nanti ide atau arahan dari 
PBNU akan diterima dari semua fraksi yang 
ada," kata Jazilul. 

Jazilul menyebut usulan PBNU perihal 
presiden kembali dipilih MPR adalah hal yang 
akan dikaji secara mendalam. Namun, dia 
menegaskan MPR akan berpegang pada 
aspirasi masyarakat.

"Kami sebagai pimpinan MPR akan 
mendengarkan, sekaligus memasukkan 
rekomendasi itu sebagai bahan kajian penting. 
Tapi  akan kembal i  kepada kehendak 
masyarakat pada umumnya, karena ini sudah 
terlanjur dengan pemilihan langsung ya, dengan 
biaya yang besar dengan risiko yang besar," 
papar Jazilul.

Sementara PAN memilih berprasangka baik 
terhadap sikap NU, namun meminta ada kajian 
terkait usulan itu."Makanya dikaji plus 
minusnya. Tentu kan PBNU menyarankan 
seperti itu mungkin sudah melihat bagaimana 
pilpres selama ini begitu keras berhadap-
hadapan. Tapi mungkin usul NU itu bisa jadi 
masuk akal. Tapi apa disetujui atau tidak ya 
belum tahu. Tapi kalau anggapan kembali ke 
Orde Baru harus dikaji lagi juga itu," kata 
Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto.

Yandri menyebut semua usulan, termasuk 
dari PBNU, masih sebatas perdebatan publik. 
Menurutnya, sebaiknya semua usulan terkait 
amandemen terbatas UUD 1945 ditampung 
dulu.

"Itu kan bagian dari debat publik sekarang 
apakah presiden tetap dipilih langsung atau 
tidak, MPR, kemudian perlu 3 periode atau 
cukup 1 periode tapi tahunnya ditambah atau 
cukup 2 periode itu kan perdebatan publik. Saya 
kira itu nggak ada masalah kalau masih sebatas 
perdebatan. Ditampung aja, nanti dibahas 
secara baik, secara terbuka, transparan terhadap 
semua aspirasi itu," kata Yandri.

Penolakan tegas juga dikemukakan Ketua 
DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon 
.Menurutnya, pilpres tetap harus dipilih oleh 

rakyat secara langsung."Jadi kami Demokrat 
menolak, mengembalikan kedaulatan rakyat 
memilih Presiden ini ke tangan MPR. Kalau ada 
kekurangan mari kita perbaiki," ucap Jansen 
melalui keterangan tertulis.

 Jansen yakin pemilihan presiden melalui 
MPR sama dengan mengabaikan hak yang 
dimiliki rakyat. Sama seperti Orde Baru. 
Menurutnya, pemilihan presiden melalui MPR 
juga hanya akan menjadi kepentingan tingkat 
elite semata. Masyarakat umum menjadi tidak 
b i s a  l a g i  m e m i l i h  s e s u a i 
kehendaknya."Sederhananya dalam tataran 
praktik, kalau Presiden kembali dipilih MPR, 
yang menentukan itu ya hanya 9 orang ketua 
umum partai di parlemen saja," ucap Jansen.

"Masak negeri berpenduduk 260 juta ini yang 
menentukan Presidennya hanya 9 orang saja. 
Memilih langsung Presiden inilah salah satu hak 
politik yang hilang di era Orde Baru. Masak kita 
mau mundur ke belakang lagi," lanjutnya. 
Untuk diketahui, dari total jumlah penduduk 
ada sebanyak 190.770.329 Daftar Pemilih Tetap 
(DPT).(ins) 

PRESIDEN DIPILIH.

Z A M A N  O R D E  B A R U  ( O R B A ) 
PRESIDEN SOEHARTO

Pasca G 30 S/PKI pecah pada tahun 1965, 
melalui  s idang ist imewa MPRS (MPR 
Sementara) pada Maret 1967, Soeharto yang 
telah menerima kenaikan pangkat sebagai 
jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 
ditunjuk sebagai pejabat presiden. Soeharto 
kemudian terus dipiih kembali oleh MPR pada 
tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 
1998.Rakyat tak punya hak untuk memilih 
Presiden secara langsung

ERA REFORMASI
1998-2004 :  Pres iden BJ.  Habib ie , 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati 
Soekarnoputri termasuk beberapa Presiden 
yang dipilih oleh MPR.  

2001: Gus Dur usul ke DPR dan MPR 
mengenai pemilu langsung namun ditolak

2003: Megawati Sukarnoputri meneken 
aturan pemilu langsung yang tertuang dalam 
UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan 
Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2004 - sekarang : Pasca amandemen 
konstitusi keempat, rakyat Indonesia baru bisa 
memilih secara langsung. Yang menghasilkan 
Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

KILAS BALIK.
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akarta - Pemerintah melalui Direktorat JJenderal Pajak (DJP) Kementerian 
Keuangan tampak ‘kebelet’ memeriksa 

rekening Wajib Pajak (WP) yang memiliki 
jumlah lebih dari Rp 1 miliar. Langkah ini 
justru seperti mengindikasikan pemerintah 
'gelagapan'  akibat t ing ginya target 
penerimaan pajak. 

Anehnya, di sisi lain, Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) telah meminta Ditjen 
Pajak secara khusus memberikan sejumlah 
kelonggaran pajak, mulai dari penurunan 
Pajak Penghasilan (PPh) hingga penurunan 
bebas dividen.

"Ini seperti kepepet dikejar target. Ini 
ng g ak  kons i s t en .  Di  saa t  mereka 
memberikan diskon, tapi target penerimaan 
pajak tinggi," kata Direktur Eksekutif  
CORE Indonesia Piter Abdulla dikutip 
Kamis (28/11).

Kalau melihat rekening perbankan saja, 
data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 
menyebutkan total rekening bank umum 
per September 2019 berjumlah 295,02 juta. 
Total simpanan perbankan mencapai Rp 
5.984,42 triliun.

Berdasarkan nominal per rekening, 
ternyata sebagian besar (47,52%) bernilai 
lebih dari Rp 5 miliar. Jumlah rekening di 
atas Rp 5 miliar memang hanya 100.353 
(0,01%), tetapi para pemiliknya sangat 
'berkuasa'.

Kalau DJP mau 'mengintip' rekening 
dengan saldo minimal Rp 1 miliar, maka 
setidaknya ada 565.360 rekening. Secara 

jumlah mungkin banyak, tetapi secara 
persentase tidak sampai 1% dari total rekening 
perbankan.

Untuk diketahui, kinerja penerimaan pajak 
per iode Januari  -  Oktober 2019 agak 
mengkhawatirkan. Penerimaan perpajakan 
Januari-Oktober 2019 tercatat Rp 1.173,9 
triliun, baru 65,7% dari target dalam APBN 
2019.

Khusus penerimaan pajak sendiri, hingga 31 
Oktober 2019 telah terealisasi Rp 1.018,47 
triliun atau hanya mencapai 64,56% dari target 
sebesar Rp 1.577,56 triliun di APBN 2019. 
Dengan capaian ini, maka kurang dari dua 
bulan, DJP masih harus mengumpulkan 
penerimaan sebesar Rp 559,09 triliun hingga 
akhir tahun ini.

"Ini akibat tidak konsistennya Kementerian 
Keuang an .  D i  s a tu  s i s i  member ikan 
kelonggaran, di sisi lain target ditingkatkan," 
katanya.Menurut Piter, langkah otoritas pajak 
ini tidak jauh berbeda dengan berburu di kebun 
binatang, sebuah stigma yang selama ini kerap 
kali melekat di Ditjen Pajak.

Terpisah Direktur Penyuluhan Dan Pelayanan 
Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menampik 
itu. Dia mengatakan, rencana ini sudah 
disampaikan sejak dua tahun yang lalu, bahkan 
sebelum Tax Amnesty berlaku.

"Karena setelah ini (Tax Amnesty) seluruh 
rekening perbankan, keuangan bisa didapatkan 
DJP secara otomatis, dan ini sudah berjalan, 
sudah dapat data lembaga keuangan dari tahun 
lalu," katanya, Kamis (28/11).

Saat ini, DJP telah melakukan proses 

KEPEPET? PAJAK KOK BURU
NASABAH BERSALDO Rp 1 M 

pengolahan data untuk melakukan identifikasi 
kepada WP. Pengecekan tersebut meliputi 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 
Sura t  Pember i tahuan Tahunan (SPT) 
Pajak."Kita cek SPT apakah sudah dilaporkan. 
Kalau sepanjang saldo rekening dilaporkan 
sesuai nggak masalah, itu adalah WP yang 
patuh," ujarnya.

"Dari data yang masuk sudah SPT, ada juga 
yang belum. Ada juga yang belum punya NPWP. 
Ini untuk mendorong kepatuhan pajak," 
imbuhnya.

Sementara itu, sempat beredar kabar jika 
pemeriksaan rekening di atas Rp 1 miliar ini 
terjadi merujuk dari aksi publik figur yang 
belakangan mempertontonkan jumlah saldo 
melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 
Menurutnya, hal itu tidak benar, dan terkait hal 
ini, DJP meluruskan apa yang sebenarnya 
terjadi.
"Saya perlu meluruskan, dari beberapa bulan 
kita sudah klarifikasi ke WP tertentu, ini sudah 
berjalan beberapa bulan di beberapa daerah, 
termasuk Jakarta. Kita sudah jelaskan ke 
masyarakat, nah kebetulan ada fenomena artis 
pamer rekening itu," jelasnya.
Meski dia menyebut tak ada hubungannya 
antara aturan ini dengan jumlah pelapor pajak, 
namun DJP mencatat ada kenaikan dibanding 
tahun lalu. Hingga November 2019, jumlah SPT 
mencapa i  13 ,1  ju ta .  Jumlah  te r sebut 
diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir 
tahun. "SPT tahunan kita, tahun ini sudah lebih 
dari 13 juta meningkat dari tahun lalu 12,5 juta," 
tutupnya.
Direktur Eksekutif  MUC Tax Research 
Institute Wahyu Nuryanto mengatakan 
mengecek data rekening wajib pajak merupakan 
bagian dari kewenangan DJP dalam melakukan 
pengawasan wajib pajak.Adapun data rekening 
adalah satu dari sekian banyak data dari pihak 
ketiga yang diterima DJP agar pengawasan 
dapat berjalan efektif.
"Satu hal yang menjadi catatan kami, bahwa 
pemanfaatan data rekening wajib pajak sebagai 
alat pengawasan ini sebenarnya merupakan 
aktivitas yang rutin dilakukan DJP, tidak perlu 
menjadi kekhawatiran yang berlebihan bagi 
wa j ib  pa j ak .  Se pan j ang  sudah  pa tuh 
melaksanakan kewajiban perpajakan, tidak perlu 
khawatir," papar Wahyu.(ist)
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